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PENGANTAR

Konflik dan kekerasan bernuansa agama 
men jadi problem serius yang dihadapi ne-

ga ra Indonesia saat ini. Banyak kasus terjadi, 
mu lai dari kekerasan, intimidasi, ujaran ke-
ben cian (hate speech), penyegelan dan pem ba-
kar an rumah ibadah, bahkan sampai de ngan 
pembunuhan terhadap orang-orang yang di-
tu duh sesat. Peristiwa ini menyebar di se lu ruh 
Indonesia. Merujuk berbagai laporan pada ta-
hun 2015, dominasi konflik jenis ini banyak 
ter ja di di daerah Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, 
Jakarta, dan Yogyakarta. 

Laporan Setara Institute tahun 2015 me-
nye but kan; telah terjadi 197 konflik dan pe-
lang gar an kebebasan beragama atau ber ke ya-
kin an, dengan 236 bentuk tindakan. Jumlah ini 
meningkat drastis dibanding pada tahun 2014; 
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dimana tercatat ada 134 peristiwa, de ngan 
177 tindakan. Apabila konflik tersebut di aku-
mulasikan selama 9 tahun ke belakang; te lah 
terjadi 1.867 peristiwa dengan 2.498 tin dak an 
pelanggaran. Secara matematis telah mun cul 
17 lebih peristiwa setiap bulan, atau ham pir 6 
tindakan pelanggaran dalam setiap ming gu-
nya.

Secara teoritis, setiap konflik yang terjadi 
tidak hanya berasal dari satu sebab. Setiap 
sum ber konflik selalu terkait dengan banyak 
per so al an lain. Oleh karenanya, tindakan pen-
ce gah an harus sedini mungkin dilakukan. Tak 
bisa dipungkiri juga, bahwasanya konflik dan 
kekerasan bernuansa agama memerlukan pe-
na ngan an yang lebih terukur dan tertata rapi. 
Untuk itu, diperlukan tata laksana dan ker ja sa-
ma antar berbagai sektor. 

Penanganannya juga tetap tak bisa lepas 
dari tiga unsur utama, yaitu pemerintah, ke-
po li sian, dan masyarakat. Tiga unsur ini meski 
mem pu nyai karakteristik yang berbeda, akan 
tetapi masing-masing mempunyai tugas yang 
pen ting dalam menjembatani agar konflik tak 
muncul. Jikapun terpaksa muncul, maka skala 
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kon fliknya bisa diminimalisir, tidak meluas, 
dan tidak berdampak luas pada kehidupan so-
si al bernegara.

Dalam beberapa sisi, tentang konflik so si-
al sedikit banyak telah disinggung dalam UU 
No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 
Sosial dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 
2015. Aturan yang disebut terakhir merupakan 
per atur an pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 
2012. Jadi bisa dikatakan, telah ada aturan atau 
pa yung hukumnya, yang kemudian dilengkapi 
de ngan aturan teknisnya. Meskipun begitu, 
ada beberapa hal yang mungkin bisa diteli sik 
ulang dan ditelaah—serta mungkin ditam-
bah—tentu nya tanpa menghilangkan sema-
ngat dan isi per aturan tersebut.

Jelas diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Be-
be rapa kata kunci yang bisa dicermati ada lah 
tentang “tenggang rasa dan toleransi”. Pe na-
ngan an konflik semestinya meningkatkan ke-
dua nya. Semangat ini menjadi ukuran atau 
indikator bagi lembaga yang hendak me la ku-
kan tugas penanganan konflik. Hal itu cukup 
masuk akal dilakukan, mengingat struktur 
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masya ra kat di Indonesia yang plural dan 
memiliki ba nyak perbedaan, serta terdiri atas 
beragam suku bangsa. 

a. terminologi

Konflik: perbedaan tujuan, pandangan, pen-
da pat, sikap yang dapat memicu ketegangan 
dan perselisihan. Muncul karena adanya hasrat 
ma nu sia untuk berkompetisi. 

Kekerasan: tindakan, ucapan, sikap, yang 
me nye bab kan kerusakan fisik, psikis, sosial, 
dan lingkungan. Juga bisa dimaknai sebagai se-
ga la bentuk ekspresi yang menghalangi orang 
la in untuk memaksimalkan potensi dirinya.

Konflik dan kekerasan bernuansa agama: 
per be daan pandangan yang kemudian beru-
jung pada tindakan yang menyebabkan ke-
ru gi an fisik, psikis, sosial, dan lingkungan di 
mana isu agama menjadi bagian, faktor do mi-
nan, faktor berpengaruh, atau menjadi la tar 
belakangnya. 
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b. prinsip dasar

Persoalan konflik dan kekerasan bernu-
an sa agama, karakteristiknya tidak selalu se-
ra gam. Oleh karenanya, langkah untuk me-
ne  mu  kan model panduan taktis pena nga nan 
ba gi pemerintah daerah dan kepolisian men-
ja di sebuah kebutuhan. Selain itu, harus di-
sa dari dan dimengerti, bahwa Standard Ope
ra ti onal Procedure (SOP) pena ngan an kon-
flik kekerasan bernuansa agama, belum di-
atur dalam peraturan kebijakan, baik melalui 
undang-undang, peraturan pemerintah atau-
pun peraturan Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia (Kapolri). 

Problem konflik bernuansa agama, se men-
ta ra ini dipahami sebagai bagian persoalan 
kon flik sosial secara lebih luas. Dalam 
Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2013, 
kon flik tersebut didudukkan sebagai salah sa-
tu sumber penyebab konflik, seperti juga yang 
bisa disebabkan oleh persoalan politik, eko no-
mi sosial budaya, sengketa sumber daya alam, 
dan yang lainnya.
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c. sasaran

Buku ini dipersiapkan sebagai panduan ba gi 
pemegang kebijakan—terutama pemerintah—
ba ik pusat dan daerah, institusi kepolisian, dan 
masyarakat pada umumnya. Pada titik ter ten-
tu, dipersiapkan khusus bagi pemerintah dae-
rah dan kepolisian. Dua institusi negara ini 
men ja di pilar penting bagi penanganan konflik 
so si al bernuansa agama. Pola kerjasama ke-
dua nya sangat dibutuhkan agar konflik ti dak 
merambah, meluas, dan menimbulkan dam-
pak yang merugikan. 

d. cara membaca

Buku panduan ini berisi 5 (lima) bagian 
pen ting tentang penanganan konflik sosial, 
ter uta ma konflik yang bernuansa keagamaan. 

1. Bagian pertama 
Melihat jumlah konflik bernuansa aga ma 
yang tidak sedikit, menjadi penting mem-
ba ca landasan berfikir mengapa konflik 
bernuansa agama harus ditangani secara 
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se ri us oleh kepolisian. Landasan filosofis, 
so si ol ogis dan yuridis menjadi dasar untuk 
se la lu diingat, agar kepolisian dan pemda ti-
dak “dikalahkan” oleh suara kelompok in to-
le ran tertentu, yang dalam skala yang lebih 
besar akan merusak sendi-sendi ba ngunan 
kebangsaan dan ke-Indonesiaan. Pa ra 
petugas kepolisian harus menyadari tang-
gung jawab utamanya untuk melindungi, 
mang ayomi, dan menghormati semua umat 
ber aga ma atau keyakinan, tanpa terkecuali.

2. Bagian kedua 
Mengusung ide tentang prinsip  pena nga nan 
kebebasan beragama dan berkeya kin an. 
Sangat kental dengan perspektif hak asasi 
ma nusia. Beberapa prinsip yang dimaksud 
ada lah universal, non diskriminasi, ke se ta-
ra an, kewajiban positif, kewajiban negatif, 
dan tanggung jawab negara.

3. Bagian ketiga 
Pendekatan taktis dan tahapan pena nganan 
kasus, menjadi ide dasar selanjutnya. 
Penanganan konflik secara umum ter bagi 
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menjadi 3 (tiga) tahap, masing-ma sing 
adalah pencegahan (pra konflik), peng hen-
ti an konflik, dan pemulihan pasca konflik. 

4. Bagian keempat
Ide dasar penulisan bagian ini adalah pe-
ran lembaga dalam penanganan kon flik. 
Lembaga yang dimaksud adalah pe me rin-
tah pusat dan daerah, institusi kepolisan 
dan masyarakat itu sendiri. Ada beberapa 
ran cang an teknis terkait apa yang telah di-
ba has pada bagian sebelumnya. Deteksi di-
ni dan pemetaan wilayah menjadi salah sa tu 
dasar penanganan konflik. Hal ini di la ku kan 
sebagai upaya terpadu yang di la ku kan antara 
pemerintah, kepolisian, dan ma sya rakat. 

5. Bagian kelima
Dituliskan mengenai contoh-contoh ka sus 
konflik dan kekerasan bernuansa agama 
yang pernah terjadi di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY). Dimaksudkan 
se ba gai sebuah gambaran bahwa konflik 
jenis ini perlu ditelaah dan dipelajari lebih 
lan jut oleh para pemangku kebijakan. 



BAGIAN PERTAMA

LANDASAN PENANGANAN
KONFLIK BERNUANSA 

KEAGAMAAN
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a. landasan filosofis

Landasan dasar yang mesti dirujuk dalam 
penanganan konflik bernuansa agama 

di Indonesia adalah perintah konsitusi. Ada 
 klausul yang menyatakan bahwa Indonesia 
men jamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
un tuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadah menurut agama dan ke per ca-
ya an nya itu. Sejak awal, ada kesadaran tentang 
ek sis ten si pluralitas agama dan keyakinan 
yang telah ada. Pendirian negara ini memang 
dia rahkan untuk menghormati setiap agama 
dan melindungi para penganut agama yang 
menga mal kan ajaran agamanya. 

Salah satu persoalan yang pasti dimiliki ne-
ga ra yang multietnis adalah potensi terjadinya 
kon flik. Selain itu akan muncul juga masalah 
per sa ingan nilai yang ada dalam masing-ma-
sing agama dan keyakinan. Oleh karena itu, 
ne ga ra harus berdiri diatas semua agama. Se-
ti ap agama pasti mengandaikan sistem nilai 
yang khas dan berbeda dengan agama yang 
la in, sehingga pluralisme nilai dan sistem 
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kebenaran agama menjadi satu hal yang ti dak 
mung kin dihindari.1

Keragaman agama dan keyakinan, telah 
di sa dari juga oleh para pendiri bangsa. Se jak 
awal berdirinya negara Indonesia, sema ngat 
per sa tu an dan akomodasi semua kelom pok 
telah dinyatakan secara terus terang. Soekarno 
dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945 me nya ta-
kan: 

“Saudarasaudara yang bernama kaum 
kebangsawanan yang di sini, maupun 

saudarasaudara yang dinamakan kaum 
Islam, semuanya telah mufakat, bahwa 

bukan negara yang demikian itulah kita 
punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu 

negara semua buat semua. Bukan buat satu 
orang, bukan satu golongan, baik golongan 

kebangsawanan, maupun golongan yang kaya, 
tapi semua buat semua.”

1. Ismail Hasani (editor), Dokumen Kebijakan Peng
ha pusan Diskriminasi Agama/ Keyakinan, Pustaka 
Masyarakat Setara, Jakarta, 2011, hlm. 10-11.
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Soekarno menegaskan bahwa negara yang 
hen dak dibangun ialah konstruksi negara yang 
berprinsip “semua buat semua”. Sebuah kon sep 
negara untuk mengatasi masalah klaim ke be-
naran agama atau keyakinan, kelas sosial, ke ja-
yaan etnis, ataupun golongan. Negara di le tak-
kan sebagai alat pemersatu ragam perbedaaan 
dan pelindung semua masyarakat, tidak hanya 
mi lik satu kelompok atau golongan tertentu.

Gagasan Hatta tidak jauh berbeda. Baginya, 
ajaran-ajaran agama memiliki nilai penting 
un tuk mendorong kebangsaan yang beradab. 
Ia mengatakan:2

“Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang 
Maha Esa mengajak manusia melaksanakan 
harmoni di dalam alam, dilakukan terutama 

dengan memupuk persahabatan dan 
persaudaraan antara manusia dan bangsa. 

Pengakuan itu mewajibkan manusia di 
dalam hidupnya untuk membela kebenaran, 

2. Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila: Pidato Pe
ri ngatan Lahirnya Pancasila di Gedung Kebangkitan 
Nasional, 1 Juni 1977, Idayu Press, Jakarta, 1977, hlm. 
33.
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dengan kelanjutannya: menentang segala 
dusta. Pengakuan itu mewajibkan manusia di 

dalam hidupnya membela keadilan, dengan 
kelanjutannya: menentang dan mencegah 

kedzaliman. Pengakuan itu mewajibkan 
manusia dalam hidupnya berbuat yang 

baik, dengan kelanjutannya: memperbaiki 
kesalahan.”

Menurut Yudi Latif, pandangan Soekarno 
dan Hatta itu mengajak bangsa Indonesia un tuk 
mengembangkan etika sosial dalam ke hi dupan 
publik politik, dengan selalu me mu puk rasa 
kemanusiaan dan persatuan, me ngem bang kan 
hikmah permusyawaratan dan keadilan so si-
al. Dengan berpegang teguh pada nilai-ni lai 
ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pem-
ben tuk an karakter, melahirkan bangsa dan 
etos kerja yang positif, memiliki ketahanan 
dan kepercayaan diri untuk mengembangkan 
po ten si yang diberikan dalam rangka me wu-
jud kan kehidupan yang merdeka, bersatu, ber-
dau lat, adil dan makmur.3

3. Yudi Latif, Negara Paripurna, Gramedia Kompas, 
Jakarta, 2011, hlm. 119-120.
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Pemikiran di atas menegaskan bahwa pe-
na ngan an konflik bernuansa agama, ke ya-
kinan, dan atau apa pun dasar konfliknya; pe-
mang ku kebijakan harus bertindak. Man dat 
pembentukan negara dan jaminan kons ti tu-
sional, jelas menjadi landasan berfikir bahwa 
ne ga ra harus berada di depan untuk mencegah 
dan menanggulangi berbagai konflik. Dalam 
kon teks pluralitas agama, negara mesti berada di 
atas semua agama dan atau keyakinan. Ia harus 
am bil bagian untuk mendorong kehidupan 
yang harmonis antar umat beragama dan atau 
ke ya kin an. Negara juga mesti menghindari po-
li tisa si agama; yang secara langsung dan tidak 
lang sung akan mendorong pengucilan, sikap 
sa ling tidak percaya, kekerasan berbasis agama 
dan keretakan antar warga negara.

b. landasan sosiologis

Satu kondisi yang tidak bisa dibantah da-
lam kehidupan masyarakat ialah kenyataan 
bah wa masyarakat hidup dengan pluralitasnya, 
yaitu masyarakat yang hidup bersama, tetapi 
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 berbeda agama, keyakinan dan atau pan-
dangan hi dup nya.4 Dalam hal ini, Indonesia 
terhi  tung sebagai negara yang masyarakatnya 
sa  ngat majemuk, baik agama, keyakinan, etnis, 
go long an dan budaya. Sejarah mencatat bah  wa 
Indonesia memiliki sejarah yang cukup ba  ik 
da  lam mengelola konflik. Berbagai perbe  da -
an pa da akhirnya bisa saling berkolaborasi, 
berang  kul an, bersahabat, bersaudara dan hi -
dup da lam suasana rukun dan damai.

Dalam konteks beragama, sejarah telah 
men ca tat terciptanya persahabatan yang erat 
dan produktif antara tokoh-tokoh Masyumi 
de ngan pemimpin-pemimpin Katolik, Pro-
tes tan dan pemimpin agama-agama yang la-
in. Di an ta ra tokoh itu ialah Natsir atau 
Prawoto Mangkusasmito, yang sangat dekat 
de  ngan I.J. Kasimo, Herman Johannes, A.M. 
Tambunan atau J. Leimina. Kedekatan itu ter-
ja lin sejak sebelum kemerdekaan maupun 
4. Tore Lindholm, Justifikasi Filosofis dan Keragaman 

Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, 
dalam Tore Lindholm, dkk, Kebebasan Beragama 
atau Berkeyakinan : Seberapa Jauh? Sebuah Referensi 
tentang PrinsipPrinsip dan Praktek, Penerbit 
Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 97-102.
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sesudahnya. Hubungan mereka berlangsung 
di na mis, kadang-kadang berbeda pandangan 
po li tik, tetapi komitmen kebangsaan dan ke-
Indonesiaan telah memberi energi positif ke-
pa da mereka untuk selalu bersahabat.5 

Persahabatan dan kerukunan aneka su-
ku, agama, ras, dan budaya dengan jumlah 
pen du duk lebih dari 230 juta jiwa, telah la ma 
berlangsung di Indonesia. Kenyataan per sa ha-
bat an dan kerukunan karena nilai-nilai ajaran 
aga ma, khususnya mengajarkan perilaku yang 
luhur, bermoral, bermartabat, dan men jun-
jung penghormatan terhadap manusia dan 
kelestarian alam. Agama sendiri, seperti de-
fi ni si nya “a” yang berarti “tidak” dan “gama’ 
yang berarti “kacau”, merupakan peraturan 
yang menghindarkan manusia dari kekacauan 
dan dinilai akan mengantarkan manusia ke 
arah keteraturan dan ketertiban.6

5. Ahmad Syafi’i Ma’arif, Masa Depan Kebebasan dan 
Kerukunan Beragama di Indonesia, Ibid., hlm. xi.

6. Abd. Muqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: 
Membangun Toleransi Berbasis AlQur’an, Kata Kita, 
Depok, 2009, hlm. 41-42.
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Keberadaan agama yang beragam satu si si, 
dan nilai agung yang terkandung dalam pe san 
agama, mengantarkan Indonesia meng a kui 
bahwa negara ini berdasarkan atas Ke tu hanan 
yang Maha Esa. Mohammad Hatta me nga-
ta kan, dasar Ketuhanan yang Maha Esa, bisa 
jadi pijakan untuk memimpin cita-cita nega ra 
Indonesia; yang memberikan jiwa kepada usa-
ha untuk menyelenggarakan tata kelola yang 
benar, adil dan baik. Dan Ketuhanan yang 
Maha Esa juga menjadi dasar hormat meng-
hor mati antar agama dan mengarahkan ke  pe-
mim pin an negara ke arah jalan kebenaran, ke-
ba ik an, kejujuran dan persaudaraan.7 

c. landasan yuridis 

Penanganan konflik bernuansa agama dan 
keyakinan memiliki landasan hukum yang 
jelas di Indonesia. Aturan hukum yang men-
ja min soal kebebasan beragama dan atau ber-
ke ya kin an satu sisi dan aturan penanganan 
konflik sosial sisi yang lain. Aturan-aturan 

7. Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila: Pidato … 
Op.Cit., hlm .33.
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ter se but antara lain: UUD 1945, UU No. 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 
No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Ko-
ve nan Internasional tentang Hak-Hak Sipil 
dan Politik, Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang 
Im ple mentasi Prinsip dan Standar Hak Asasi 
Ma nusia dalam Penyelenggaraan Tugas Ke-
po lisian Negara Republik Indonesia, UU No. 
7 Tahun 2012 tentang Penanganan Kon flik 
Sosial, Perkap No. 8 Tahun 2013 tentang Tek nis 
Penanganan Konflik Sosial dan Surat Edaran 
No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujar an 
Kebencian (Hate Speech). 

UUD 1945 sebagai landasan hukum uta ma 
di Indonesia mengatur dengan jelas soal hak 
ber agama dan keyakinan. Pasal 28E ayat (1) 
ber bunyi:

“Setiap orang bebas memeluk agama 
dan beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali.”
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Pada ayat (2) ditegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran 

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Bahkan, UUD 1945 menyebut hak ber aga-
ma sebagai hak yang tidak bisa dicabut dalam 
ke adaan apa pun (non derogable rights). Pasal 
28I ayat (1) menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 
dalam keadaan apa pun.”

Pada ayat (2) dinyatakan:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 
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pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu.”

Konstitusi Indonesia, secara spesifik mem-
pu nyai bab yang mengatur soal keberada an 
dan jaminan agama di Indonesia, yaitu Bab XI. 
Pa sal 29 ayat (1) UUD 1945 menegaskan;

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa.”

Pada ayat (2) disebutkan: 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap
tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masingmasing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.”

Jaminan konstitusi tersebut diperkuat oleh 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Ma-
nu sia. Pasal 4 berbunyi:
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“Hak untuk hidup, hak untuk tidak 
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan 

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 
dan persamaan di hadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun dan oleh siapapun”

Pasal 18 ayat (1) UU No.12 Tahun 2005 
ten tang Pengesahan Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan 
berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini 

mencakup kebebasan untuk menganut atau 
menerima suatu agama atau kepercayaan 

atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik 
secara individu maupun bersamasama 

dengan orang lain, baik di tempat umum 
atau tertutup, untuk menjalankan agama 

atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, 
ketaatan, pengamalan, dan pengajaran.”
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Ayat (2) menegaskan:

“Tidak seorang pun boleh dipaksa 
sehingga mengganggu kebebasannya untuk 

menganut atau menerima suatu agama atau 
kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”

Dan ayat (3) berbunyi:

“Kebebasan untuk menjalankan agama 
atau kepercayaan seseorang hanya dapat 

dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan 
untuk melindungi keamanan, ketertiban, 

kesehatan, atau moral mayarakat atau hak dan 
kebebasan dasar orang lain”

Berdasar uraian norma-norma di atas, ter-
da pat 8 (delapan) inti normatif kebebasan ber-
aga ma atau berkeyakinan yang diakui sec a ra 
in ter nasional saat ini, yaitu :8

8. Tore Lindholm, dkk (Ed), Kebebasan Beragama … 
Op. Cit., hlm. 20-21.
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1. Kebebasan internal. Setiap orang ber hak 
atas kebebasan berfikir, berhati nurani, dan 
beragama. Hak ini mencakup kebebas an se-
ti ap orang memiliki, menganut, mem per ta-
han kan atau pindah agama atau ke ya kin an.

2. Kebebasan eksternal. Setiap orang mem  pu-
nyai kebebasan, baik sendiri atau bersa ma-
sa ma dengan orang lain, di tempat umum 
atau tertutup, untuk menjalankan aga ma 
atau kepercayaannya dalam kegiatan peng-
ajar an, pengamalan, serta ibadahnya.

3. Tanpa dipaksa. Tidak seorang pun dapat 
di pak sa sehingga terganggu kebebasannya 
un tuk menganut atau menetapkan aga ma 
atau keyakinannya sesuai dengan pi lih an-
nya.

4. Tanpa diskriminasi. Negara berkewajiban 
un tuk menghormati dan menjamin hak ke-
be bas an beragama atau berkeyakinan bagi 
se mua orang yang berada dalam wilayahnya 
dan yang tunduk pada wilayah hukum atau 
yu ris dik sinya, hak kebebasan beragama 
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atau berkeyakinan tanpa pembedaan apa-
pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 
ba ha sa, agama atau keyakinan, politik atau 
pen da pat lain, kebangsaan atau asal usul la-
in nya, kekayaan, kelahiran atau status la in-
nya.

5. Hak orang tua dan wali. Negara ber ke wa-
jib an untuk menghormati kebebasan orang 
tua dan apabila diakui, wali hukum yang 
sah, untuk memastikan bahwa pendidik an 
agama dan moral bagi anak-anak mere ka 
se suai dengan keyakinan mereka sendiri, 
se la ras dengan kewajiban untuk melindungi 
hak atas kebebasan beragama atau ber ke ya-
kinan setiap anak seiring dengan kapasi tas 
anak yang sedang berkembang

6. Kebebasan korporat dan kedudukan hu
kum. Komunitas keagamaan sendiri mem-
pu nyai kebebasan beragama atau ber-
ke ya kin an, termasuk hak otonomi da-
lam urusan mereka sendiri. Walaupun 
ko mu ni tas keagamaan mungkin tidak 
ingin menggunakan kedudukan hukum 
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formilnya, sekarang sudah lazim diakui 
bah  wa mereka mempunyai hak untuk 
mem per oleh kedudukan hukum sebagai 
ba gi an dari hak atas kebebasan beragama 
atau berkeyakinan, dan khususnya se ba gai 
salah satu aspek dari kebebasan me ma ni-
fes tasikan kepercayaan agama bukan hanya 
se ca ra individual tetapi bersama-sama de-
ngan orang lain.

7. Pembatasan yang diperbolehkan ter ha dap 
kebebasan eksternal. Kebebasan me ma ni-
fes ta sikan agama atau keyakinan seseorang 
ha nya dapat dibatasi oleh ketentuan ber da-
sar kan hukum, dan yang diperlukan untuk 
me lin dungi keamanan publik, ketertiban, 
ke se hat an, atau moral atau hak-hak men-
da sar orang lain.

8. Tidak dapat dikurangi. Negara tidak boleh 
me ngu rangi hak kebebasan beragama atau 
ber ke yakinan, bahkan dalam keadaan da-
ru rat publik.
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Perlindungan terhadap kebebasan ber aga-
ma dan atau berkeyakinan, serta penanganan 
ber ba gai konflik bernuansa agama, polisi 
mem pu nyai peran penting. Sebab, institusi 
ke po li si an dimandatkan konstitusi dan UU 
No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia untuk menjaga dan men ja-
min keamanan, ketertiban, penegakan hukum 
dan pengayoman kepada setiap warga negara 
tan pa terkecuali. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 
ber bunyi:

“Kepolisian Republik Indonesia adalah 
alat negara yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta 

menegakkan hukum.”

Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Ke po-
li sian Negara Republik Indonesia menyatakan: 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib 
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dan tegaknya hukum, terselenggaranya 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan 

kepada masyarakat, serta terpeliharanya 
ketentraman masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia.”

Institusi kepolisian sendiri saat ini telah 
me mi liki Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang 
Im ple men tasi Prinsip dan Standar Hak Asasi 
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Ke po-
li si an Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 8 
ayat (1) dinyatakan bahwa: 

“Setiap anggota Polri wajib memahami 
instrumeninstrumen baik yang diatur dalam 

peraturan perundangundangan Indonesia dan 
instrumen internasional, baik yang diratifikasi 

maupun yang belum.”

Pada ayat (2) disebutkan: 

“Setiap anggota Polri dalam melaksanakan 
tugas seharihari wajib untuk menerapkan 

perlindungan dan penghargaan HAM, 
sekurangkurangnya : (1) Menghormati 
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martabat dan HAM setiap orang. (2) 
Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif. 
(3) Berprilaku sopan. (4) Menghargai norma 

agama, etika dan susila. (5) Menghargai 
budaya lokal sepanjang tidak bertentangan 

dengan hukum dan HAM.

Institusi kepolisian juga telah memiliki 
Su rat Edaran No. SE/06/X/2015 tentang Pe-
nang an an Ujaran Kebencian (Hate Speech). 
Peraturan ini dibuat dengan maksud agar ke-
po li sian lebih peka terhadap perbuatan ujar an 
kebencian yang memiliki dampak yang me ren-
dah kan harkat martabat manusia dan ke ma-
nu si aan, seperti yang telah terjadi di Rwanda, 
Afrika Selatan, ataupun di Indonesia. Menurut 
surat edaran ini, sejarah kemanusiaan di du-
nia maupun bangsa ini, ujaran kebencian bi-
sa mendorong terjadinya kebencian ko lek tif, 
pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan—
bahkan pada tingkat yang paling me nge ri-
kan—pembantian etnis atau genosida ter ha-
dap kelompok yang menjadi sasaran ujar an 
kebencian. Karena itu, masalah ujaran ke ben-
ci an harus dapat ditangani dengan baik karena 
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dapat merongrong prinsip berbangsa dan ber-
ne gara Indonesia yang ber-Bhineka Tung gal 
Ika serta melindungi keragaman kelom pok da-
lam bangsa.

Penanganan konflik bernuansa agama, po-
li si saat ini mempunyai legitimasi lebih stra-
te gis setelah UU No. 7 Tahun 2012 tentang 
Penanganan Konflik Sosial. Dalam aturan ini 
di nya takan bahwa, 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, dan menegakkan hak 

asasi setiap warga negara melalui upaya 
penciptaan suasana yang aman, tenteram, 

tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun 
batin sebagai wujud hak setiap orang atas 

perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda.”

Menindaklanjuti UU No. 7 Tahun 2012 ini, 
ins titusi kepolisian telah mengeluarkan Perkap 
No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan 
Konflik Sosial. Dalam Perkap ini ditegaskan 
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bahwa potensi konflik yang bersumber dari ber-
bagai masalah seharusnya bisa dideteksi po li si 
dan diidentifikasi lebih dini, melalui fungsi in-
te li jen dan strategi perpolisian masyarakat atau 
community policing, sehingga dapat dilakukan 
an ti si pasi dan pencegahan agar potensi konflik 
ti dak berkembang menjadi konflik.

Pemolisian masyarakat atau community po
li cing menurut aturan ini ialah strategi yang 
digunakan dalam melaksanakan tugas pem-
bi na an keamanan dan ketertiban ma sya ra kat, 
se hing ga diharapkan dapat terbangun ke pe du-
lian, kepekaan dan kebersamaan antara ke po li-
si an dengan masyarakat, dan dapat me me cah-
kan berbagai permasalahan sosial, khu sus nya 
dalam mengeliminasi berbagai potensi kon flik 
yang ada.

 



BAGIAN KEDUA

PRINSIP PENANGANAN 
KONFLIK BERNUANSA 

KEAGAMAAN
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a. universal

Universal dimaknai sebagai prinsip yang 
mem po sisikan setiap orang, dimanapun, 

de ngan identitas apapun, adalah manusia yang 
utuh yang memiliki hak dan kebebasan penuh. 
Prinsip ini mensyaratkan adanya pengakuan, 
baik legal maupun moral, bahwa setiap orang 
dengan identitas dan tinggal di belahan dunia 
ma na pun, ia memiliki hak dan kebebasan un-
tuk memeluk, meyakini, mempraktikkan aga-
ma atau keyakinan mereka masing-masing. 

b. non diskriminasi

Negara cq. pemerintah dilarang mela  ku  kan 
diskriminasi dalam memberikan perlin dungan 
kebebasan beragama dan berkeyakinan ba gi 
individu/ kelompok masyarakat. Diskri mi na-
si dimaknai sebagai setiap pembatasan, pe le-
cehan, atau pengucilan yang langsung atau pun 
tak langsung didasarkan pada pembedaan ma-
nu sia atas dasar agama, suku, ras, etnik, ke lom-
pok, golongan, status sosial, status ekonomi, 
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jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang 
berakibat pengurangan, penyimpangan, atau 
peng ha pusan pengakuan, pelaksanaan, atau 
peng gu naan hak asasi manusia dan kebebasan 
dasar dalam kehidupan baik individual mau-
pun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 
hu kum, sosial, budaya dan aspek kehidupan 
la in nya (Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Pada konteks kebebasan beragama dan ber-
ke ya kin an, diskriminasi dapat dilakukan de-
ngan dua cara yaitu:

1. Diskriminasi langsung, yaitu ketika negara 
cq. pemerintah membuat kebijakan yang 
lang sung ditujukan untuk membatasi, me-
le ceh kan atau mengucilkan individu/ ke-
lom pok masyarakat atas dasar agama atau 
ke ya kinan tertentu.

2. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika 
dam pak dari kebijakan atau dalam prak tik 
kebijakan negara cq. pemerintah me ru pa-
kan bentuk pembatasan, pelecehan atau 
pe ngu cil an kepada individu/ kelompok 
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masyarakat tertentu atas dasar agama atau 
keyakinan tertentu, walaupun hal itu ti dak 
di tu ju kan untuk tujuan diskriminasi.

c. kesetaraan

Kesetaraan dimaknai sebagai prinsip yang 
me letakkan semua orang terlahir bebas dan 
me mi liki kesetaraan dalam hak asasi manusia. 
Prinsip kesetaraan membutuhkan tindakan 
ne ga ra cq. pemerintah untuk memperlakukan 
se ti ap orang dengan cara yang sama. 

Pada konteks kebebasan beragama dan 
berkeyakinan, negara cq. pemerintah ber ke wa-
jib an untuk memperlakukan semua individu/ 
ke lom pok masyarakat dengan agama dan ke-
ya kin an agama apapun dengan cara yang sama 
tan pa pengecualian. 

d. kewajiban positif

Kewajiban positif dimaknai sebagai ke wa-
jib an negara cq. pemerintah untuk mengambil 
tin dak an aktif dalam rangka memberikan per-
lin dung an kepada masyarakat terkhusus dalam 
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hal ini individu/ kelompok masyarakat de ngan 
agama atau keyakinan tertentu. 

Kewajiban turunannya adalah aparat pe-
me rin tah harus memberikan perlindungan ke-
pa da individu/ kelompok masyarakat dengan 
ke ya kin an atau agama tertentu dari upaya ke-
ke ras an atau bentuk persekusi lain yang di la-
ku kan oleh individu/ kelompok masyarakat 
la in. Kekerasan atau persekusi tersebut, patut 
di du ga, dilakukan atas dasar perbedaan agama 
atau keyakinan.

e. kewajiban negatif

Kewajiban negatif dimaknai sebagai ke-
wa jib an negara cq. pemerintah untuk tidak 
me la ku kan campur tangan (interference) atas 
ke be bas an pilihan agama atau keyakinan in-
di vi du/kelompok masyarakat. Campur ta ngan 
itu dapat dilakukan dengan melarang, mem-
pe nga ruhi keyakinan atau agama, atau bahkan 
de ngan menggunakan kekerasan dalam rangka 
me mak sa individu/ kelompok masyarakat un-
tuk masuk atau keluar dari ajaran agama atau 
keyakinan tersebut. 
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f. tanggung jawab negara

Negara cq. pemerintah memiliki kewajib an 
dan tanggungjawab untuk memenuhi, me lin-
dungi dan menghormati kebebasan beragama 
atau keyakinan. Hal ini didasarkan pada ke ten-
tu an perundang-undangan di bawah ini:

Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, 
dan pemenuhan hak asasi manusia terutama 

menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia, berbunyi:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab 
menghormati, melindungi, menegakkan, 
dan memajukan hak asasi manusia yang 

diatur dalam undangundang ini, peraturan 
perundangundangan lain, dan hukum 

internasional tentang hak asasi manusia yang 
diterima oleh negara Republik Indonesia.”



BAGIAN KETIGA
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a. penanganan pra konflik

Berpegang dengan rujukan UU No. 7 Ta hun 
2012 tentang Penanganan Konflik So si al, 

dimensi pencegahan bisa meliputi: (1) Me me-
li ha ra kondisi damai dalam masyarakat; (2) 
Me ngembangkan sistem penyelesaian per se li-
sih an secara damai; (3) Meredam potensi kon-
flik; (4) Membangun sistem peringatan dini. 

Keempat dimensi itu bisa dikerjakan me la-
lui berbagai langkah, seperti sosialisasi, pen di-
dik an, penyuluhan, dialog antar agama, ker ja-
sa ma kemitraan dengan berbagai bentuk ke-
gi at an bersama, program perdamaian, sampai 
de ngan penyusunan kesepakatan bersama; 
yang didasari oleh semangat musyawarah un-
tuk mufakat.

Untuk membaca seluruh kebutuhan dasar 
pen ce gah an itu, maka kepolisian di tingkat 
daerah dan perangkat pemerintah daerah 
(pem da) harus memiliki data yang akurat. Hal 
itu diperlukan untuk mengetahui kondisi wi-
la yah dan potensi-potensi kerentanan kon flik 
dan kekerasan yang bisa muncul. Data yang 



PENANGANAN KONFLIK     31

telah tergali harus diperbaharui terus-me ne-
rus sesuai dengan kebutuhan. Data ini bisa 
dijadikan bagian dalam penyediaan sis tem 
informasi yang membantu pola sistem pe ri-
ngat an dini terhadap potensi konflik yang ada. 

Dalam hal ini, dimensi pencegahan akan 
di bagi menjadi dua, yakni: Pencegahan Umum 
dan Pencegahan Khusus.

1. Pencegahan Umum
Adalah tindakan umum harian yang se-

mes tinya selalu dikerjakan oleh setiap petu  gas 
yang ada. Petugas tersebut akan memberi kan 
pe ni lai an mengenai situasi dan kondisi wila-
yah. Be be rapa hal yang bisa dilakukan adalah 
ko or di nasi dengan masyarakat, sambang desa, 
dis ku  si warga, inventarisasi berbagai isu pen-
ting, kegiatan bersama antar lembaga atau pun 
aktifitas pengamanan wilayah. Hasil da  ri te-
mu an ini setidaknya menjadi bahan per tim-
bang an dalam mengambil keputusan.

Berbagai persoalan yang belum terpecah -
kan hendaknya terus dicermati. Berbagai ma-
cam isu kemudian dipetakan dan dikumpul-
kan. Model ini mengacu pada kinerja Pemolisian 
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Masyarakat (Polmas) yang menjadi kebijakan 
di institusi kepolisian. Secara prinsip, p ara dig-
ma Polmas mengacu pada keyakinan dasar, 
bah wa problem keamanan tidak hanya bisa di-
pe cah kan oleh kepolisian semata. 

Dua prinsip dasar yang dipakai adalah “ke-
mi tra an” serta “pemecahan masalah (problem 
sol ving)”. Kemitraan mengacu pada ben tuk 
ker ja sa ma, koordinasi dan gotong-royong 
bersama an tar semua pemangku kepen ting an, 
yaitu ma sya ra kat, pemda dan kepolisian. Pe me-
cah an ma sa lah (problem solving) mengan dai-
kan prin sip bahwa Polmas menjadi meka nis-
me dan cara untuk memecahkan masalah yang 
ada secara bersama-sama. Berbagai tindak an 
yang akan dilakukan, seyogyanya dikerja kan 
de ngan melibatkan seluruh komponen pem da 
dan juga kepolisian. 

Cara merumuskannya bisa dengan ca ra 
meng him pun berbagai persoalan yang ada, 
baik politik, ekonomi, sosial budaya, pen di-
dik an, pembangunan, tata ruang kota, peme-
ta an kon di si penduduk dan lain-lain. Kon di si-
kon di si tersebut akan selalu berkembang dan 
meng ala mi perubahan. Setiap persoalan bisa 
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menyumbang hadirnya potensi kon flik. Ambil 
con toh, kemajuan perubahan tata ru ang di 
se buah wilayah, bisa jadi akan men ja di salah 
sa tu sumber hadirnya konflik. Un tuk meng an-
ti si pa sinya, harus ada data yang sa hih ter kait 
dengan analisa lingkungan se ki tar, ko mu ni tas, 
penduduk, bahkan sampai pa da afi li asi partai 
politik. 

2. Pencegahan Khusus
Pencegahan khusus ini merujuk pada se-

su atu yang bersifat kasuistik. Bisa dikata  kan, 
se bu ah persoalan tertentu yang bisa men ja  di 
penyebab konflik dalam sebuah wilayah. Con-
toh sederhananya, misalnya sebuah ke ja di-
an dimana komunitas agama tertentu se dang 
melaksanakan acara ritual besar, yang me min-
jam fasilitas umum. Maka pemda dan ke po li-
si an setempat harus tanggap apabila me mang 
ada po ten si konflik yang akan muncul, misal-
nya aki bat penolakan oleh ormas tertentu. 

Prinsip utamanya, pemda dan kepoli si-
an ber ke wa jib an untuk menyediakan akses 
ru ang, sekaligus perlindungan untuk pro ses 
ke aga ma an tersebut. Pemda dan kepolisian 
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adalah representasi negara. Kedua insti tu si ini 
mempunyai tugas untuk mem be ri kan per  lin-
dung an kepada warga ne ga ra nya, ter ma  suk 
dalam soal praktik keagamaan dan ber ke  ya-
kin an. Prinsip ini harus dijadikan pegang an. 
Tu ju an nya untuk menghindari aspek sub-
jek ti vi tas dan ego sektoral keagamaan yang 
akan mengganggu aspek kesetaraan, non 
diskriminasi dan objektivitas dalam me man-
dang sebuah perkara. 

Dalam tahapan yang lebih konkret, ma ka 
pem da dan kepolisian hendaknya meng ka ji 
po kok masalah yang ditemukan. Jika dite mu-
kan ada nya potensi yang akan mengganggu 
pro ses ke aga ma an tersebut, maka langkah ce-
pat un tuk meng hi lang kan gangguan harus di-
la ku kan. Ji ka potensi gangguan dan ancaman 
itu be sar dan beresiko meluas, langkah yang 
di la ku kan ada lah berdialog dengan seluruh 
pe mang  ku ke pen ting an yang ada. 

b. penghentian konflik

Hal ini dilakukan ketika sudah terjadi kon-
flik yang menjurus ke arah perusakan fisik. 
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Contoh yang bisa ditunjukkan adalah ka-
sus penyerangan, penyegelan, bentrok mas sa, 
pembubaran paksa, perang antar ke  lom pok 
agama, perebutan tempat ibadah, kon flik du-
kung an kepemimpinan agama dan se te rus  nya. 
Da lam terminologi yang di pa  kai oleh UU No. 
7 Tahun 2012 tentang Pe na ng an an Kon flik So-
sial, konflik agama ini bisa men ca kup “intra 
aga ma” dan “antar kelompok aga ma”. 

Ada beberapa aspek prosedural tindakan fi-
sik yang bisa dilakukan, khususnya oleh ke po-
li si an. Pasal 13 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2012 
me nya ta kan:

“Penghentian kekerasan fisik sebagaimana 
di mak sud dalam Pasal 12 huruf a di ko or di na

si kan dan dikendalikan oleh Polri.”

Pasal 13 ayat (2) berbunyi:

“Penghentian kekerasan fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh 

masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.” 



36     BUKU PANDUAN 

Ada beberapa langkah yang sifatnya men-
da sar. Langkah mendasar ini juga menja di ba-
gi an krusial dalam pengelolaan ma na je men 
kon flik yang bisa dikerjakan oleh pemda dan 
ke po li si an. Dua langkah itu adalah; per ta ma, 
Me di asi dan Negosiasi Penghentian Kon flik. 
Ke dua adalah tindakan dan keputusan stra te-
gis Peng hentian Konflik.

1. Langkah Mediasi dan Negosiasi 
Penghentian Konflik
Proses mediasi dan negosisasi sangat pen-

ting dalam mengatasi konflik bernuansa aga-
ma. Hal ini bisa dilakukan untuk mengganti-
kan proses yang bersifat administratif dan 
for  mal. Bagaimanapun juga, kehidupan agama 
sa  ngat berhubungan erat dengan aspek teo lo-
gis dan budaya. Langkah mediasi dan ne go sia si 
ha rus diletakkan dalam semangat mu  sya  wa  rah 
yang bermartabat. Harus juga di ke de pan kan 
sikap saling menghargai satu sama lain. 

Hasil dari proses mediasi dan negosiasi tak 
selalu berupa keputusan yang bersifat legal dan 
mengikat. Bisa diterjemahkan menja di seruan 
dan himbauan moral yang lebih menenangkan. 
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Langkah ini bisa tercapai ji ka ada tiga aspek 
yang terpenuhi; (a) Pihak-pi hak dan pemangku 
kepentingan yang di li bat kan benar-benar me re-
ka yang mem pu nyai ka pa sitas kemampuan dan 
ke de kat an kul tu ral de ngan perkara masalah 
yang ada; (b) Mo del me ka nis me dan ruang me-
di asi yang di su sun de ngan benar dan tepat; (c) 
Visi materi dan arah capaian mediasi yang jelas 
dan mam pu me me nuhi kebutuhan dari pihak-
pihak yang se dang bertikai. Ketiganya adalah 
sa  tu ke sa tu an yang tidak terpisahkan dan 
masing-ma sing saling menunjang.

2. Tindakan dan Keputusan Strategis 
Penghentian Konflik
Tindakan ini diambil melalui beberapa 

per  tim bang an yang penting. Beberapa da sar 
pertimbangan itu antara lain kualitas, pe nye-
bar an dan dampak pada aspek-aspek mendasar 
yang dianggap penting. Dalam undang-un-
dang penanganan konflik tidak secara khu sus 
disebutkan pertimbangan itu. Yang me nge mu-
ka hanya pada tingkat penyebaran (keluas an) 
kon flik dan bentuk tanggung jawab yang harus 
diambil.
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Apa yang disebut dasar kualitas ini bisa me-
ru juk pada berbagai potensi ancaman ter ha-
dap ni lai-nilai kemanusiaan dan hak asasi ma-
nu sia. Se la in itu, ada beberapa nilai yang lain, 
se per ti ni lai kebangsaan, kekeluargaan, nilai 
ber-Bhineka Tunggal Ika, keadilan, keseta ra an 
gen der, ketertiban dan kepastian hukum, ju-
ga ada kearifan lokal dan nilai-nilai komit men 
mo ral kebaikan lainnya. 

Dalam skema umum UU No. 7 Ta hun 
2012, seperti tercantum dalam Pasal 12, ma  ka 
penghentian konflik memiliki be be ra pa tin  dak-
an, yakni (1) Penghentian ke ke ras an fisik; (2) 
Penetapan status keadaan kon flik; (3) Tindak an 
darurat penyelamatan dan perlindungan kor-
ban; (4) Bantuan peng gu  na  an dan pengerah an 
kekuatan TNI. Penetapan sta tus keadaan kon-
flik ditentukan oleh seberapa lu as wilayah ter-
ke na dampak konflik. Ia bisa ada pada ting kat 
ka bupaten/kota, tingkat pro vin si atau ting kat 
na si onal. Untuk praktis pe lak sa na an penen tu an 
sta tus keadaaan kon flik akan diputuskan oleh 
ma sing-masing pim pin an pemerintah pada le vel 
ter sebut. 
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Contohnya, jika terjadi hanya dalam wi-
la yah kabupaten/ kota, maka ditetapkan oleh 
bu pa ti melalui konsultasi sebelumnya de ngan 
DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota dan tentu sa  ja 
melalui berbagai saran, pertimbangan dan ma-
suk an berbagai pihak yang diperlukan, se per  ti 
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pen di-
dik an dan yang lainnya. Secara rinci ten tang 
peng atur an peran tanggungjawab sudah sa-
ngat je las dijabarkan dalam UU No. 07 Tahun 
2012.

Untuk hal yang tidak kalah penting ada-
lah tindakan strategis dan taktis dalam upa ya 
perlindungan korban. Potensi jatuhnya kor ban 
dalam setiap konflik tentunya sangat be sar. 
Korban bisa berubah jiwa maupun harta ben-
da. Untuk itu, langkah untuk melindungi kor-
ban sangat diperlukan. Setidaknya ada sem bi-
lan hal mendasar yang harus dilakukan dalam 
tin dak an ini, dengan merujuk pada aturan 
yang ada:
a. Penyelamatan, evakuasi dan identifikasi 

korban secara cepat.
b. Pemenuhan kebutuhan dasar korban 

konflik.
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c. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, 
termasuk kebutuhan spesifik perempuan, 
anak-anak dan kelompok berkebutuhan 
khu sus.

d. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
e. Upaya sterilisasi tempat yang rawan kon-

flik.
f. Penyelamatan sarana dan prasarana vital.
g. Penegakkan hukum.
h. Pengaturan mobilitas orang, barang dan 

ja sa dari dan ke daerah konflik.
i. Penyelamatan harta benda korban konflik.

c. pemulihan paska konflik

Pemulihan pasca konflik lebih banyak ber-
bi ca ra pada penanganan pasca konflik ber-
lang sung. Setiap konflik yang telah terjadi, ten-
tu akan menyisakan berbagai persoalan, ba ik 
aspek psikologi, sosial, politik, kerusakan ma te-
ri al dan yang lainnya. Setidaknya ada tiga poin 
pen ting yang kerap menjadi tanggungjawab 
yang harus dikerjakan oleh pemerintah, yakni: 
(1) Rekonsiliasi; (2) Rehabilitasi; dan (3) Re-
kons truk si.
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1. Rekonsiliasi
Ada tiga poin penting yang mendasar ada 

dalam prinsip tindakan rekonsiliasi yakni:
a. Perundingan secara damai.
b. Pemberian restitusi.
c. Pemaafan.

4. Rehabilitasi
Aspek-aspek yang menyangkut tindak an 

re ha bilitasi adalah:
a. Pemulihan psikologi korban dan per lin-

dungan kelompok rentan.
b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, bu da-

ya, keamanan dan ketertiban.
c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan 

dan atau daerah perdamaian.
d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk ke-

se jahteraan masyarakat.
e. Penguatan kebijakan publik yang men do-

rong pembangunan lingkungan dan atau 
daerah perdamaian berbasiskan hak ma-
sya rakat.

f. Pemulihan ekonomi dan hak ke per-
da ta an serta peningkatan pelayanan 
pemerintahan.
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g. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik ter-
uta ma untuk anak-anak, perempuan dan 
kelompok masyarakat berkebutuhan khu-
sus.

h. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan ke-
se hatan reproduksi bagi kelompok pe rem-
pu an.

i. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-
anak.

j. Fasilitasi serta mediasi pengembalian dan 
pemulihan asset korban konflik.

3. Rekonstruksi
Rekonstruksi mengandung tugas penting, 

yakni:
a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pe la-

yan an publik.
b. Pemulihan dan penyediaan akses pen di-

dik an, kesehatan dan mata pencaharian.
c. Perbaikan sarana dan prasarana umum.
d. Perbaikan berbagai struktur dan ke rang ka 

kerja yang menyebabkan ketidak seta ra an 
dan ketidakadilan dan termasuk ke sen-
jang an ekonomi.
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e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pe la-
yan an pemenuhan kebutuhan dasar spe-
si fik perempuan, anak-anak, lanjut usia, 
dan kelompok orang yang berkebutuhan 
khu sus.

f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.





BAGIAN KEEMPAT

PERAN PEMERINTAH 
DAN MASYARAKAT DALAM 

PENANGANAN KONFLIK 
BERNUANSA KEAGAMAAN
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a. pemerintah

Pemerintah dalam hal ini dibagi menjadi 
dua bagian yang lebih spesifik, masing-ma-

sing adalah pemerintah pusat dan pemerintah 
da erah (pemda). Dua organ ini memiliki ke-
we nangan yang hampir sama. Perbedaannya 
ada pada wilayah cakupannya, dimana pe-
me rin tah pusat lebih memiliki kewenangan 
atas keseluruhan daerah; termasuk soal ke-
bi jak an-kebijakan tertentu, misalnya de ngan 
mengerahkan TNI untuk membantu pe na-
ngan an konflik. 

1. Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah
Deteksi dini atas konflik yang ada men ja-

di syarat yang paling mutlak. Pemetaan wi-
la yah yang mempunyai potensi konflik, ter-
ma suk soal konflik bernuansa agama, harus 
di la ku kan secara sistematis, terukur, dan ber-
ka la. Kebijakan pemerintah seringkali le mah 
dikarenakan hal-hal tersebut. Untuk ka sus 
konflik ini, hal itu seharusnya tak boleh ter-
ulang. Penanganannya harus sedemikian rupa, 
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sehingga mampu memberikan analisis yang 
ba ik pada tiap wilayah.

Sekiranya pemerintah dirasakan tidak 
me mi liki sumberdaya yang memadai, maka 
da pat bekerjasama dengan masyarakat luas. 
Bi sa dari organisasi kemasyarakatan atau 
per gu ru an tinggi, tentunya dengan syarat 
ke tat dan mempunyai rekam jejak yang ba-
ik soal penanganan konflik. Hal ini bisa di la-
ku kan minimal sebulan sekali atau pada sa at 
momentum tertentu, misalnya pada saat pe-
mi lih an umum atau pemilihan kepala daerah. 
Kon flik bernuansa agama sejauh ini kerap 
mun cul pada saat eskalasi kepentingan politik 
prak tis meningkat. 

Di lain sisi, keakuratan data menjadi titik 
to lak yang penting dalam hal ini. Laporan pe-
me ta an wilayah harus mampu menghasilkan 
de ta il-detal informasi yang dibutuhkan. Con-
toh nya: potensi ekonomi, latar belakang ma-
sya ra kat, pekerjaan, dan yang lainnya. In-
for ma si yang detail sangat membantu dalam 
mem bu at kebijakan yang terarah dan terpadu. 

Pemetaan wilayah sangat baik jika di-
laku kan hingga struktur masyarakat terkecil, 
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misalnya wilayah di Rukun Tetangga (RT) 
atau padukuhan. Dengan begitu, setiap satuan 
peme rin tah an terkecil memiliki laporan so al 
po ten si konflik yang ada di wilayahnya. Hal ini 
ten tu saja akan lebih mudah bagi peng ambil 
ke bi jak an untuk menentukan langkah apa 
yang akan dilakukan di kemudian hari. Jika 
hal ini dilakukan, maka pemda setempat akan 
memi liki laporan dan analisa yang baik, untuk 
ke mu di an diteruskan kepada pemerintah 
pusat. Penanganan konflik yang demikian ini 
men ja di kan partisipasi masyarakat menjadi 
lebih ter ukur.

Langkah selanjutnya, pemetaan yang 
telah dilakukan tentu saja harus ter do ku men -
tasi dengan baik. Mubazir jika hal itu ti dak 
dilakukan. Dokumen sepenting itu ha rus ter-
sim pan sebagai sebuah dasar ana  li sis un tuk 
mem buat kebijakan. Dalam kons truk si pe mi-
kir  an kebijakan publik, do ku  men yang di ja di -
kan analisis kebijakan, mem bu at ke bi jak an ter-
se but layak untuk di per tang gung ja wab  kan; baik 
se ca ra ilmiah, akademis, mau pun mo ral. 

Konsekuensi yang harus diemban pe me-
rin tah adalah adanya penganggaran untuk 
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kegiatan tersebut. Bisa melalui APBD untuk 
sa  tu  an kerja pada perangkat pemerintah da-
erah, dan APBN pada level pemerintah pu sat. 
Se yog ya nya ini harus segera dilakukan, meng-
ingat potensi konflik di Indonesia secara ke se-
lu ruh an mengalami peningkatan. Konflik ber-
nu ansa agama juga masih menduduki posisi 
ter ting gi dibandingkan dengan konflik lainnya. 

2. Penetapan Status Konflik dan  
Perlindungan Korban
Situasi ini sebenarnya sangat di hin dari. 

Kon flik memuncak, memunculkan ben trok fi-
sik, hingga munculnya korban jiwa yang ti dak 
bisa tertanggulangi. Pe me rin tah ten  tu   nya ha -
rus memberikan peng umum an soal status yang 
sedang dihadapinya. Hal ini di la ku kan se te-
lah konflik tidak bi sa dikendali kan oleh pi hak 
kepolisian dan ter  gang  gu  nya fung si pe me rin-
tah an. Ada be be ra  pa indikator untuk me lihat 
bagai ma na fung si pemerintahan tidak berjalan 
de ngan ba ik. Apabila penyelenggara an adminis-
tra si dan fungsi pelayanan kepada ma sya rakat 
ti dak berjalan, maka hal itu bisa di ka te go rikan 
sebagai “terganggunya fungsi pemerin tah an”. 
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Pada saat itulah, status konflik bisa di umum-
kan kepada khalayak. Status ini diumum  kan sesuai 
dengan wilayah kewenangannya; ji ka dalam level 
pemda dilakukan oleh bu pa ti atau walikota, dan 
presiden; jika memun cak hing ga skala nasional. 
Penetapan status ini selayaknya dilakukan jika 
benar-benar pe me rin tah bersama pihak kepolisian 
tak bisa lagi menanggulangi situasi yang ada. Kon -
flik dengan eskalasi yang meningkat dan ke mam-
pu an aparat penegak hukum yang terbatas bi sa 
men ja di pemicu pengumuman status ini. 

Konflik yang ditengarai tak bisa di se le sai kan 
oleh level pemda dan kepolisian, maka pe me-
rin tah pusat bisa memberikan bantuan. Me ka-
nis me yang bisa dijalankan adalah dengan da-
sar permintaan dari pemda. Pemerintah pu sat 
bisa mengutus kekuatan TNI untuk me nye le-
sai kan konflik. Hal ini dilakukan sebagai lang-
kah terakhir agar konflik segera selesai, dan ji-
ka ini yang terjadi, maka dapat dipastikan akan 
ada korban. 

Jika situasi ini terjadi, maka perlindungan 
kor ban harus diarahkan terlebih dahulu pa-
da warga yang terdampak. Korban konflik 
harus mendapatkan perlindungan, terlebih 
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pa da kelompok rentan: orang tua, anak-anak, 
wa ni ta, serta penyandang disabilitas. Mereka 
ha rus mendapatkan perlindungan utama sa at 
menjadi korban konflik yang sudah me mun-
cak. Perspektif “perlindungan terhadap kor ban 
dan kelompok rentan” ini menjadi hal yang 
patut untuk dikemukakan. Hal ini di la ku kan 
mengingat korban adalah kelompok ma sya ra-
kat yang tak berdaya, baik dari segi, fisik, men-
tal, maupun lingkungan sosial.

3. Pemulihan Fisik, Mental,    
dan Lingkungan Sosial
Kondisi ini memungkinkan adanya me-

dia si antara pihak yang bertikai. Dengan ber-
be kal kenyataan bahwa telah ada konflik yang 
me nim bul kan korban jiwa, maka pe me rin tah 
da lam hal ini yang menjadi faktor pe nen tu-
nya. Ia sebagai sebuah organisasi ketatane ga-
ra an mem pu nyai wewenang dan mengen da-
li kan si tu asi. Dalam hal ini, mediasi diarah-
kan agar konflik yang terjadi tak merembet 
ke arah yang lebih besar. Hal ini dilakukan 
ber sa ma an dengan pemerintah yang mulai 
mengidentifikasi para korban konflik.
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Pemulihan korban dalam hal ini tidak ha-
nya diarahkan pada satu segi saja, tapi di arah-
kan kepada situasi yang normal. Ini artinya pe-
mu lih an diarahkan pada situasi yang se be lum-
nya telah ada. Pemulihan hanya akan bisa di la-
ku kan dengan sebaik mungkin apabila situasi 
kon flik sudah mulai mereda. Dengan begitu, 
pe mu lih an bisa dilakukan secara maksimal. 
Pe mu lih an yang dimaksud tidak hanya ter ori-
en tasi pada fisik. Tidak hanya berpikir ten tang 
bagaimana menyembuhkan korban yang lu ka, 
tetapi juga menyeluruh, meliputi fisik se se-
orang dan bangunan, serta pemulihan mental. 

Apa yang dilakukan pada saat pengelo la an 
tang gap darurat dan pemulihan kebenca na an 
se benarnya bisa dijadikan salah satu ru jukan. 
Hampir sama dan setidaknya Indonesia pu -
nya pengalaman soal kebencanaan. Pe mu lihan 
pada saat penanganan konflik ini se ja ti nya tak 
jauh berbeda dengan situasi ter se but. Ha nya 
saja perlu konsentrasi yang lebih pa da so al 
mediasi, dan mencari jalan agar tidak ada kon-
flik yang berkelanjutan akibat dendam da ri sa-
lah satu pihak. 
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Penting sebenarnya bagi pemerintah pu sat 
dan daerah untuk menyediakan dana tang gap 
da ru rat di APBN atau APBD. Dana tanggap 
da ru rat yang dimaksud tidak hanya tertuju ke-
pa da soal kebencanaan, tetapi juga merujuk 
pa da korban-korban yang terdampak akibat 
kon flik. Selain itu, anggaran yang ada tidak 
ter la lu bersifat administratif. Artinya, jika ada 
kebutuhan yang mendesak, langsung bisa di-
cair kan untuk kepentingan korban konflik. 
Jika ter la lu lama pencairan dana dilakukan, 
maka kor ban konflik tentu saja akan lebih 
menderita. 

b. kepolisian

Kerjasama antara pemerintah dengan pihak 
kepolisian dalam penanganan konflik sa ngat 
dibutuhkan. Sebagai penegak hu kum, ke poli-
si an sebagai insitusi mempunyai an  dil yang 
cukup besar. Tak bisa dipungkiri bah  wa pe-
nanganan konflik, termasuk konflik ber nu an -
sa agama, ujung tombaknya ada di pe me rin-
tah, baik pusat atau daerah. Akan teta pi da lam 
meka nis me pengambilan keputus an so al status 
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pena ngan an konflik, polisi sebagai institusi 
turut dimintai pendapatnya. Ketika eskalasi 
kon flik meningkat, pemerintah pu sat meminta 
pen da pat kepolisian. Utamanya pa da saat mem-
bu tuh kan bantuan TNI dengan alas an mas sa 
yang lebih banyak dari personil po li si mau pun 
peralatan yang tak memadai.

Situasi itu terjadi pada saat situsi konflik su-
dah memuncak. Lain halnya pada saat si tua-
si kon flik belum terjadi. Tak ubahnya de ngan 
apa yang seharusnya dilakukan peme rin tah 
de ngan menggunakan perangkat deteksi dini 
atau pemetaan wilayah, kepolisian sebenar-
nya ju ga bisa melakukan itu. Jika problem ang-
garan men ja di penghalang kegiatan tersebut, 
ma ka ins ti tu si ini bisa menggunakan cara lain. 
Mi sal nya dengan memaksimalkan fungsi ba-
dan in te li jen yang ada di internal tubuh kepoli-
si an. Ten tu nya intelijen yang khusus berkaitan 
de ngan penanganan konflik.

Terkait dengan konflik yang bernuansa aga-
ma, hal inilah yang kemudian menjadi pekerjaan 
ru mah bagi institusi kepolisian. Penegakan 
hu kum belum cukup menggembirakan. Ada 
pers pektif yang mungkin bisa sedikit dibenahi 
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me ngenai hal itu. Persoalan konflik yang 
bernuansa keagamaan selalu menimbul kan dua 
pihak; mayoritas dan minoritas. Su dah ba rang 
tentu, pihak mayoritas selalu ung gul da lam 
sumber daya. Lebih bisa mengguna kan atau 
mengandalkan kontak fisik, dan tentu saja hal 
itu bisa berdampak tidak baik pada mi noritas.

Dalam situasi konflik, kebanyakan pi hak 
mi noritas selalu dirugikan. Selama tidak ada 
pelanggaran hukum, maka ada baiknya pi-
hak kepolisian melindunginya; termasuk so al 
kebebasan beribadah. Dalam beberapa pan-
dang an, kebebasan beribadah bagi minor itas 
ma sih menyisakan masalah. Jika hal ini tak 
ter ta ngani secara baik, maka ada kemung kin-
an kon flik berujung pada bentrok fisik yang 
me ru gikan. 

Pertemuan dengan pemda khususnya, un-
tuk penanganan konflik ini mutlak diper lu kan. 
Tak hanya pada saat eskalasi konflik me ning-
kat, pa da soal deteksi dini dan pemetaan wila-
yah, ada baiknya kedua institusi ini bertemu. 
Dalam kon teks daerah, pihak kepolisian bisa 
turut urun rembug di forum Musyawarah 
Pimpin an Daerah (Muspida); yang sekarang 
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telah berganti nama menjadi Forum Ko or di-
nasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda). Di usa-
ha kan ada satu sesi tersendiri mengenai po ten-
si konflik yang mengemuka di daerah. 

Pada titik ini sebenarnya diperlukan la-
poran analisis yang baik tentang deteksi dini 
dan pemetaan wilayah. Jika hal itu sudah di la-
ku kan, maka laporan analisis yang telah di bu-
at bisa didiskusikan dengan matang. De ngan 
begitu akan ada kebijakan yang baik ter ka it 
dengan penanganan konflik ini. Harus di akui 
bahwa penanganan konflik, khususnya yang 
ada di Indonesia tak bisa ditangani oleh ha nya 
satu pihak atau satu institusi. Maka, pola ko-
or di nasi harus bisa dikendalikan, dan forum 
ta tap muka antar pimpinan daerah dilakukan 
se se ring mungkin.

Jika dirasakan perlu—mungkin karena 
meng ingat potensi konflik yang sangat tinggi 
di sebuah daerah—maka polisi bisa meminta 
pe me rin tah untuk membuatkan forum khusus. 
Ber ba gi informasi terkait dengan kerentanan 
kon flik di sebuah daerah, bukanlah hal yang 
ta bu untuk dilakukan. Sangat mungkin in-
for ma si yang diperoleh pihak kepolisian dan 
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pemerintah berbeda satu sama lain. Fo rum 
inilah yang menjadi bagian penting un tuk 
mendiskusikan perbedaan-perbedaan ter se-
but. 

Sebagaimana yang sudah jamak dike ta-
hui, sebagai turunan dari perangkat pera tur-
an UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Pena ngan an 
Konflik Sosial, institusi kepolisan mener bit kan 
Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 Tentang 
Teknis Pelaksanaan Konflik Sosial. Peraturan 
ini mengikat institusi kepolisian secara ke se-
lu ruh an. Ada indikasi yang kuat dalam per-
atur an ini bahwa memang penanganan konflik 
ini haruslah terintegrasi. Antara elemen ne-
ga ra mesti terintegrasi dalam melakukan pe-
na nganan konflik; terutama konflik yang 
bernuansa ke aga maan.

c. masyarakat

Sektor yang juga tak kalah penting dalam 
pe na nganan konflik adalah masyarakat itu sen-
di ri. Boleh dikatakan bahwa masyarakat ada -
lah ujung tombak penyelesaian konflik. Ia ada-
lah elemen yang paling terdampak sekaligus 
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elemen kunci dalam penyelesaian kon flik. Da-
lam perkara ini, ada beberapa hal yang bisa di-
jadikan tolok ukur sesungguhnya. Kon flik bi-
sa terselesaikan jika pranata adat dan pranata 
so sial dalam masyarakat di ikut ser ta kan. Dua 
pra nata ini sesungguhnya ter mak tub jelas da-
lam UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Pe na ngan an 
Konflik Sosial. 

1. Pranata Adat
Secara normatif, pranata adat dimaknai se-

ba gai “lembaga yang lahir dari nilai adat yang 
di hor ma ti, diakui, dan ditaati oleh masyarakat. 
Pe nger tian pranata sosial agak lebih luas ca-
ku p an nya. Ia diterangkan sebagai “lembaga 
yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pen-
di dikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, 
dan di ta ati oleh masyarakat”. Dua pranata 
inilah yang diakui untuk bisa turut serta dalam 
pe na ngan an konflik. 

Selain kedua pranata tersebut—tentu nya 
ada pihak lain yang bisa disebut sebagai ba gi an 
ma sya rakat—yang bisa memberikan ban tu an 
teknis tentang penanganan konflik. Utamanya 
da lam soal deteksi dini dan pemetaan wilayah. 
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Perguruan tinggi, organisasi kemasyara kat-
an, bahkan lembaga penelitian bisa mem be-
ri kan masukan terkait dengan potensi kon flik 
yang ada di sebuah wilayah. Jika hal ini be lum 
tertera jelas dalam mata anggaran yang ada di 
pemerintah, mereka bisa mencarikan pen da-
na an penelitian untuk kepentingan deteksi di-
ni dan pemetaan wilayah ini.

Pendanaan ini bisa dilakukan melalui me-
ka nis me Corporate Social Responsibility (CSR). 
Is it ilah ini bisa dimaknai sebagai tanggung 
ja wab sosial perusahaan untuk kepentingan 
ma sya ra kat umum. Perusahaan tidak hanya 
di per gu na kan untuk mengeruk kepentingan 
eko no mi, tetapi ada juga tanggung jawab ke pa-
da masyarakat sekitar. Kewajiban sosial perusa-
ha an ini tidak hanya tertuju pada perusa ha-
an-perusahaan swasta, juga tak terbatas pa da 
sektor tertentu. Kepada Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Mi lik 
Daerah (BUMD) juga dibebani hal yang sa ma. 
Ada kewajiban untuk menyalurkan ke un tung-
an untuk masyarakat sekitar. 

Sudah barang tentu jika pemerintah be lum 
bi sa menetapkan mata anggaran di APBN atau 
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APBD, maka ia berkewajiban untuk me nya  lur-
kan CSR ini untuk kepentingan penan gan an 
kon flik. Dengan begitu, masalah penda na an 
un tuk penanganan konflik, terutama un tuk 
de tek  si dini dan pemetaan wilayah, bisa se di-
kit ter se le sai kan. Dalam hal ini masyarakat ju-
ga di un tung kan, tanpa terlalu bergantung pa da 
pen da na an pemerintah. 

2. Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB)
Negara—dalam hal ini adalah pe me rin-

tah—berkewajiban untuk memeliha ra ke ru-
kun an umat beragama. Salah satu bentuk ke-
wa jib an itu adalah dengan membentuk Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Secara 
nor ma tif, hal itu tertuang dalam Peraturan 
Ber sa ma Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Ne geri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 
2006, atau biasa disebut sebagai PMB 2006.

Harus diakui bahwa peraturan ini me mang 
tidak sempurna. Beberapa kritikan mun cul 
terkait beberapa pasal di dalamnya; ter uta ma 
berkaitan dengan syarat pendirian rumah iba-
dah. PMB 2006 ini ditengarai mensyaratkan 
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teknis yang sulit dicapai para penganut mi nor itas 
dalam membangun tempat ibadah. Sebuah hal 
yang kemudian seringkali menimbulkan kon flik 
yang kemudian berujung pada ke ke ras an. 

Terlepas dari kritikan tersebut, beberapa 
pa sal terkait dengan FKUB pantas juga untuk 
di cer mati. Tujuan dibentuknya lembaga ini se-
be nar nya layak untuk diapresiasi. Ia bisa di  ben-
tuk di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/ko  ta. 
Sebenarnya lembaga ini adalah sebuah fo  rum 
mediasi untuk menampung segala bentuk as-
pi ra si ormas keagamaan maupun masyara kat 
pa da umumnya. Disamping juga melaku kan 
so si al isasi beberapa peraturan dari pemerin tah 
ter kait dengan soal keagamaan.

Hanya saja yang kemudian harus bisa di-
cer mati secara mendalam adalah soal anggota 
FKUB itu sendiri. Pemilihan anggota FKUB ha-
rus mencerminkan keadilan. Pemeluk agama 
te tap diberikan porsi untuk keanggotaan. 
Di samping hal itu, anggota FKUB haruslah 
benar-benar merupakan tokoh masyarakat. Ini 
ter ka it dengan keputusan yang akan diambil 
FKUB, sehingga ia bisa diterapkan pada level 
masyarakat.
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Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat ki ta 
masih sangat berpegang teguh pada elit pe mu-
ka agama. Situasi ini menjadi penting untuk 
di me nger ti dan dimaklumi sebagai sebuah 
bu da ya dan tradisi yang sudah bertahan la ma. 
Oleh karena itu, paling tidak FKUB mem pu-
nyai jaringan kepada para elit pemuka agama 
ter se but.

FKUB sendiri harus diposisikan sebagai lem-
ba ga yang berperan aktif. Ia yang kemudian ber-
sa ma dengan kepolisian dan pemerintah men-
ja lan kan tugas agar kerukunan umat beraga ma 
tetap terjaga. FKUB jangan diposisikan se ba-
gai lembaga yang akan bergerak apabila telah 
muncul permasalahan. Tindakan preventif ju-
ga perlu melibatkan FKUB, sehingga tin dak an 
tersebut tak hanya milik lembaga kepolisian 
ataupun pemerintah semata. 

d. satuan tugas 
penyelesaian konflik

Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian 
Kon flik adalah langkah terakhir. Hal itu dila-
ku kan setelah fungsi sosial lainnya; seperti 
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pranata adat dan pranata agama tak mampu 
meng atasi konflik yang telah terjadi. Detail 
ki ner ja Satuan Tugas Penyelesaian Konflik itu 
sen di ri diatur dalam UU No. 7 Tahun 2012. Se-
ca ra prinsip Satuan Tugas Penanganan Kon flik 
itu akan dibentuk dan disusun melalui ker ja sa-
ma secara proporsional berbagai unsur pe me-
rin tah dan juga masyarakat yang terkait.

Prinsip dasar yang harus dipakai da lam 
pem ben tuk annya adalah nilai kemanu sia an, 
hak-hak asasi manusia, asas kebangsaan, asas 
kekeluargaan, kebhinekaan, keadilan, ke se-
ta ra  an gender, asas ketertiban dan kepas ti-
an hu  kum, asas keberlanjutan, kearifan lokal, 
tang  gung jawab negara, asas partisipasi, tidak 
me mi hak dan juga asas tidak membeda-be da-
kan. Konflik kekerasan bernuansa agama ju ga 
harus ditangani menggunakan prinsip sa ling 
menghargai, toleransi dan penghargaan ter ha-
dap keyakinan yang berbeda-beda. 
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a. ragam kasus

1. Penyerangan terhadap Ibadah Rosario  
di Ngaglik, Sleman

Kejadian ini persisnya terjadi pada Kamis 
malam, 29 Mei 2014. Rumah Julius 

Felicianus Puhalaka yang beralamat di Perum 
STIE YKPN No. 07 RT 12 RW 5, Tanjungsari, 
Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, tiba-tiba di da-
tangi seke lom pok orang. Berjumlah kurang le-
bih 9 orang. Me re ka melempari batu, me ru sak 
dan mengani aya jemaat yang sedang me la ku-
kan Ibadah Rosario. Rumah, kaca, pot bu nga, 6 
motor dirusak, 2 sepeda, 2 orang lu ka-luka se-
ri us dan 3 lain nya luka ringan. Saat me la ku  kan 
pe nye rang an, mas sa berteriak “bubar bu bar” 
dan “Allahu Akbar”.

Setelah melewati proses penyelidikan, ke-
po li si an kemudian memanggil 16 saksi dalam 
ka sus ini. Polisi menetapkan 9 tersangka ka-
re na melanggar pasal 170 ayat (1) dan ayat 
(2) jo Pasal 351 KUHP atau Pasal 175 KUHP 
de ngan ancaman hukuman 7 tahun penjara. 
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Dari 9 orang tersangka, hanya 1 yang ber ha-
sil ditangkap dan diproses hukum, yaitu Abdul 
Khaliq. Persidangan terhadap Abdul Khaliq 
di la kukan pada 18 Agustus-16 Oktober 2014, 
ber lang sung selama 10 kali. Abdul Khaliq pada 
akhir nya dijatuhi hukuman 3 bulan penjara.

Di luar penyelesaian secara hukum, upaya 
yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus 
ini ialah dengan membuka komunikasi antara 
ber ba gai pihak. Diantaranya ialah Kapolres  
Sleman memfasilitasi pertemuan dengan Mus-
pi da Sleman dan Jafar Umar Thalib pada 31 Mei 
2014, jam 19.30 WIB di Ponpes Ihya As Sunnah. 
Mediasi juga dilakukan oleh Bupati Sleman 
pada 15 Agustus 2014 di Rumah Dinas Bupati. 
Dihadiri oleh Yohanes Suwalji; kakak Julius, 
Aloysius Kriswinarto: Romo Paroki Ge re ja 
Kudus Banteng, Ngaglik, Sleman, yang me wa-
kili pihak Julius) dan Jafar Umar Thalib be ser ta 
santrinya. Dari pertemuan-pertemuan ter  se but 
dihasilkan kesepakatan damai antara be be ra pa 
pihak dan komitmen dari mereka un tuk saling 
menahan diri. Kapolres juga pro ak tif melakukan 
pendekatan dengan Front Jihad Islam (FJI) agar 
tidak mudah untuk memprovokasi.
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 2. Penyerangan Ibadah Kebaktian   
di Pangukan

Hanya berselang dua hari dari kasus pe-
nye rang an rumah Julius di Ngaglik, pa-

da Minggu 1 Juni 2014, pecah kasus kedua. 
Mun cul penyerangan terhadap rumah Pendeta 
Nico Lomboan yang sedang digunakan untuk 
ke bak ti an. Hal ini tentu patut dipertanyakan, 
meng ingat pada kasus di Ngaglik, salah satu 
yang dilakukan oleh Kepolisian Sleman adalah 
ber ko mu nikasi dengan kelompok FJI agar me-
re ka tidak terpancing, namun demikian ter-
nya ta pecah kejadian yang serupa. 

Pagi itu sekitar pukul 08.00 WIB, rumah 
Pendeta Nico dipenuhi sekitar 100 jamaat un-
tuk melakukan kebaktian. Di saat yang ber sa-
ma an, warga sekitar rumah pendeta Nico se-
dang melakukan kerja bakti. Warga merasa ka-
get karena rumah tersebut sudah lama disegel 
dan tidak diperbolehkan untuk ibadah. Warga 
ke mu di an berkumpul di rumah Turmudi dan 
se pa kat untuk membubarkan ibadah tersebut. 
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Belum sempat warga datang untuk mem-
bu bar kan aktivitas di rumah pendeta Nico, 
Kapolres dan jajaran Pemda Sleman men da-
tangi rumah Pendeta Nico dan ber ne go  si  a si 
dengannya. Hasilnya, Pendeta Nico ber se  dia 
untuk menghentikan ibadah yang se dang di-
lang sungkan. Seketika itu jamaat se ge ra di e va-
ku asi. Namun di luar rumah Pendeta Nico, war-
ga semakin banyak ber kum pul dan me min ta 
ba ngun an rumah ter se but dirobohkan. War ga 
la lu melakukan pe nye rang an dengan melem pari 
ba tu dan merusak ba ngun an rumah tersebut.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 
orang menjadi tersangka, yaitu Nico Lomboan 
pemilik rumah dan Turmudi warga se ki  tar. 
Nico Lomboan dijerat dengan pasal me nya  lah-
gu na kan izin bangunan, sedangkan Turmudi 
de ngan Pasal 170 KUHP Juncto Pasal 406 
KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 
bu lan dan atau 2 tahun 8 bulan penjara. Wa lau 
su dah ada penetapan tersangka, namun tidak 
ada penahanan maupun proses hukum le bih 
lan jut terhadap kedua orang tersebut. Ada pun 
per so al an jamaat dari pendeta Nico pun sam pai 
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saat ini belum terselesaikan, mereka beriba dah 
de ngan berpindah-pindah. Pendeta Nico pun 
sempat mengutarakan kekecewaannya dan 
me min ta pemerintah memfasilitasi kegiat an 
iba  dah jemaatnya.

3. Pelarangan Ibadah di Gereja Isa al Masih 
di Ngentak, Margoluwih

Masih di bulan Juni 2014. Selang dua hari 
dari kasus Pangukan, tepatnya tanggal 

4 Juni 2014, terjadi peristiwa pelarangan iba-
dah di Dusun Ngentak, Margoluwih, Sleman.  
Adalah Gereja Isa Al Masih di Dusun Ngentak 
yang sejak tahun 1976 menempati Gedung 
Serba Guna untuk dijadikan tempat beribadah, 
dan selama ini berjalan dengan baik tanpa ada 
protes dari masyarakat. Namun, tiba-tiba pa da 
tahun 2014, sebagian kecil masyarakat pro tes 
dan mempertanyakan mengenai ijin pem ba-
ngun an gereja. Penolakan dari beberapa warga 
di si nya lir karena adanya provokasi dari ormas 
ke aga ma an yang berada di wilayah tersebut. 
Pasca kejadian, gereja tidak boleh digunakan 
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un tuk tempat ibadah dan harus mengurus 
kem  ba  li perijinan.

Dalam kasus ini pihak Kementrian Agama 
di minta untuk melakukan pendekatan ter ha-
dap warga yang melakukan penolakan. Karena 
di ra sa sangat aneh, dimana sebelumnya warga 
da pat menerima kegiatan di Gereja Isa Al 
Masih, namun tiba-tiba melakukan peno lakan. 
Diharapkan pendekatan yang dilakukan pi hak 
Kementrian Agama dapat menemukan akar 
permasalahan dan mencari solusi. Pada si si 
lain, tuntutan untuk mengurus ijin pen di ri  an 
gereja memaksa pihak gereja dan ja ma at nya 
untuk mengikuti regulasi terkait pen di ri an ru-
mah ibadah.  

4. Penyerangan Rumah Warga di Kasihan 
oleh Sekelompok Orang Bercadar

Kasus ini terjadi pada salah seorang warga 
non-muslim di Kecamatan Kasihan. Awal-

nya, seorang pemilik warung (non-muslim) 
me ne gur seorang pengendara yang ngebut di 
jalanan kampung. Pada hari Sabtu tanggal 22 
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Februari 2014, ketika warga gotong royong 
mem bersihkan lumpur di gang Blok Madu, 
ke mu dian seorang wali murid Pesantren 
Darussunah  melewati jalan kampung ter se-
but dengan kecepatan tinggi. Ia lantas dite gur 
serta dinasehati oleh beberapa warga, yaitu 
Rubiyanti dan Agus Windarto.

Kemudian pada hari Minggu, 2 Maret 2014, 
sekitar pukul 12.30 WIB, pintu rumah Agus 
Windarto diketuk oleh seseorang yang me-
ma kai cadar, berbaju warna abu-abu. Setelah 
mem bu ka pintu, ia tiba-tiba akan dipukul oleh 
orang tersebut. Beruntung salah seorang anak 
Agus Windarto segera menariknya ke dalam 
ru mah. Tidak berselang lama datang, kurang 
le bih  50 orang bercadar membawa senjata 
ta jam, merusak barang-barang milik Agus 
Windarto dan Sri Rejeki, serta mengancam 
war ga. Atas kejadian tersebut rumah korban 
meng alami kerusakan kaca rumah dan kaca 
jen de la pecah, beberapa tanaman rusak, 2 
(dua) buah sepeda motor rusak. Kerugian yang 
di alami Agus Windarto sekitar Rp. 5 juta.

Dalam menangani kasus ini, pihak ke po-
li si an tidak mengambil keputusan sen di ri an 
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dalam penegakan hukum. Mereka be ker ja-
sa ma dengan pihak terkait, serta meng un-
dang FKUB. Persoalan ini diarahkan untuk 
penyelesaian dengan perdamaian secara mu-
sya  wa rah. Walaupun pihak korban telah me la-
por kan kasus tersebut, namun pada akhirnya 
kor ban mencabut perkara tersebut. Perkara 
ber akhir dengan perdamaian antara dua pi hak 
melalui mekanisme musyawarah di ting kat 
kecamatan. Jalan ini dipilih dengan be be ra pa 
pertimbangan, diantaranya ialah me mi ni ma li-
sir potensi konflik. 

Pada sisi lain, hal ini juga menuai kritik. 
Mu sya warah yang dipilih menjadi jalan keluar 
se mes ti nya tidak menghilangkan adanya tin-
dak an teror dan kesewenangan. Minimal ada 
penegakan hukum yang tegas terhadap tin-
dakan yang melanggar hukum.
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5. Pembubaran Pondok Pesantren Al Fattah

Pondok Pesantren (PP) Al Fattah yang ter le-
tak di daerah Jagalan, Banguntapan, Bantul 

merupakan pondok pesantren yang didiami 
oleh komunitas transgender. Mereka menimba 
il mu agama di pondok tersebut, sekaligus me-
la ku kan aktivitas keagamaan lainnya. Se ki tar 
2 tahun, aktivitas pondok berjalan di tengah-
tengah masyarakat. Sebelumnya PP Al Fattah 
berlangsung di rumah salah seorang trans-
gen der di daerah Ngampilan. Beberapa saat 
kemudian berpindah ke Jagalan, setelah pe mi-
lik rumah yang berada di Ngampilan me ning-
gal dunia. PP Al Fattah memang belum me mi-
liki gedung tetap, maklum inisiasi dari ko mu-
nitas trangender ini dilakukan secara swa da ya. 
Selama berada di Jagalan, PP Al Fattah ber ja-
lan baik-baik saja. Setidaknya warga sekitar 
me mak lumi kegiatan tersebut. 

Namun ketenangan PP Al Fattah tiba-tiba 
ber akhir, pasca penyerangan yang di lakukan 
oleh Front Jihad Islam (FJI). Kejadian itu ber-
mu la ketika 19 Februari 2016 beredar broadcast 
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yang berisikan: FJI berencana men da tangi PP 
Al Fattah seusai sholat Jumat. Da lam pesan 
tersebut menyerukan penolakan dan ajakan 
untuk penyegelan PP AL Fattah. Alas an nya; 
me nyelamatkan umat dari penyakit me nyim-
pang syariat Islam.

Mendengar informasi tersebut, teman-te-
man transgender yang berada di PP Al Fattah 
di ban tu dengan tim advokasi dukungan 
yang beranggotakan Jaringan Perempuan 
Yogyakarta (JPY), LBH Jogja, Forum 
Perjuangan Demokrasi (FPD), Kaukus Perda 
Gepeng, dan GWL-INA, segera mengambil 
tin dak an dengan menghubungi kepolisian 
un tuk melakukan pengamanan di sekitar PP 
AL Fattah. Dengan alasan untuk keselamatan,  
akhir nya diputuskan agar teman-teman trans-
gen der dievakuasi dari PP Al Fattah dan me re-
ka akan di wakilkan oleh tim advokasi.

Sekitar pukul 14.00 WIB, FJI tiba di lo ka si. 
Dalam kesempatan tersebut, FJI tidak di te mui 
oleh pihak PP Al Fattah, melainkan di te mui 
oleh kepala dukuh setempat dan pihak ke po-
li si an. Ada beberapa wartawan yang sudah 
me me nuhi PP Al Fattah setelah menerima 
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broadcast yang beredar. Dalam kesempatan 
ter se but terungkap bahwa kedatangan FJI bu-
kan untuk melakukan penyegelan atau tin-
dak an-tindakan kekerasan, namun untuk 
ber ta bayyun atau klarifikasi atas informasi 
yang beredar, yakni bahwa PP Al Fattah akan 
mem bu at Fiqih Waria. Namun niat tabayyun 
FJI berbanding terbalik dengan atribut yang 
mereka bawa ke lokasi PP Al Fattah, apakah 
tabayyun perlu membawa pentungan?

Terkait informasi yang beredar bahwa PP 
Al Fattah akan membuat Fiqih Waria, hal ini 
sa ma sekali tidak benar. Sebagaimana yang di-
uta ra kan oleh Ustadz Arif selaku pendamping 
PP Al Fattah, bahwa keberadaan waria di PP Al 
Fattah tak lain hanya untuk belajar agama dan 
beribadah. Mengapa kemudian sampai mun-
cul berita tersebut?

Adalah pemlintiran berita yang dilaku kan 
oleh salah satu media online, Panjimas. Shinta, 
selaku Ketua PP Al Fattah, pernah didatangi 
oleh wartawan untuk melakukan wawancara 
ter ka it kegiatan yang di lakukan di PP Al 
Fattah. Tanpa menaruh curiga, karena memang 
su dah sering di wawancara, ia menerima 
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tawaran tersebut. Dalam sesi wawancara, 
Shinta mengemukakan kegiatan teman-teman 
trans gender, termasuk keinginan dari teman-
te man transgender untuk bersilaturahmi ke 
beberapa kyai sepuh. Tujuannya untuk men-
da pat kan nasihat dan masukan terkait hal-hal 
yang bersifat ibadah; seperti bagaimana ca-
ra bersucinya, berwudhunya, sholatnya, dan 
bagaimana pemulasaran jenazah bagi trans-
gen der yang meninggal. Hal ini kemudian di-
plin tir dengan headline; “PP Al Fattah akan 
membuat Fiqih Waria”. Situasi makin pa nas 
karena isu penolakan LGBT baik skala na sio-
nal maupun lokal Yogyakarta, tensinya se dang 
tinggi. 

Kedatangan FJI ke PP Al Fattah tidak meng-
ha sil kan apa-apa, karena si tuan rumah tidak 
ada. Akhirnya FJI menitipkan surat kepada 
Dukuh Celenan untuk Pimpinan PP Al Fattah 
yang berisi ajakan untuk bertemu langsung un-
tuk klarifikasi. Tak selang beberapa waktu me-
re ka pun membubarkan diri. Surat itu pun di 
sam pai kan ke Shinta, dan tanggal 23 Februari 
2016 antara FJI dan PP AL Fattah melakukan 
me di asi. 
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Hasil dari mediasi ialah PP Al Fattah tidak 
boleh melakukan kegiatannya lagi, dan ibadah 
mereka harus dilakukan dengan cara berbaur 
dengan masyarakat. Entah mengapa keputusan 
macam ini yang keluar. Shinta hanya bisa 
meng gam barkan bahwa situasi mediasi jauh 
da ri rasa nyaman dan aman. Secara psikologis, 
fo rum mediasi sudah represif. Massa FJI sangat 
banyak dan mereka meneriakkan kata-kata 
yang tidak pantas. Sedangkan PP Al Fattah 
ha nya diwakili beberapa orang saja. Shinta 
juga memahami bahwa memperjuangkan ke-
berada an PP A Fattah saat ini sangat sulit, 
apalagi di tam bah kedatangan FJI ke kampung 
mereka. 

b. analisa kasus

Berbagai contoh kasus yang telah dituliskan 
diatas—jika ditelisik secara mendalam—ber-
awal dari sebuah hal, yaitu penyebaran in for-
ma si. Simak saja, bagaimana awalnya informasi 
itu menyebar sedemikian rupa sehingga me-
nye bab kan munculnya tindakan kekerasan 
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yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Pola 
sebaran informasi—entah melalui media sosial 
ataupun media yang lain—kerapkali dijadikan 
rujukan. Hal ini bisa menjadi catatan penting, 
bagaimana kemudian aparat penegak hukum, 
masyarakat, dan pemerintah daerah (pemda) 
melihat situasi ini.

Keterkaitan dengan penanganan kekeras an 
dalam hubungannya dengan persoalan agama, 
in formasi yang datang cenderung sepihak. 
Informasi itu kemudian berujung pada ajakan 
untuk melakukan gerakan atau mengumpulkan 
massa. Situasi semacam ini kerap dijumpai 
di beberapa tempat, di mana daerah tersebut 
ke rap bersinggungan dengan isu keagamaan.  
Ke ja di an semacam ini sangat mungkin terjadi 
di beberapa wilayah Indonesia untuk beberapa 
ta hun mendatang, mengingat isu keagamaan 
sa ngat mudah ditunggangi oleh kepentingan 
po litik praktis. 

Dari beberapa contoh kasus yang sudah di-
pa par kan sebelumnya, maka masyarakat dan 
pem da memegang peranan penting. Tanpa 
me nge cil kan arti institusi kepolisian tentunya, 
yang akan bisa bertindak secara lebih efektif 
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apa bi la telah terjadi konflik yang berujung 
pada kekerasan. Masyarakat dan pemda mem-
pu nyai institusi yang tidak formal berupa per-
te mu an yang bisa digagas pada tiap saat. Ini 
artinya, pemda dan masyarakat bisa langsung 
berkoordinasi apabila terlihat ada tanda-tanda 
ke arah konflik kekerasan. 

Koordinasi yang dilakukan akan mem ba-
has kebenaran berita di media sosial yang te lah 
beredar sebelumnya. Setelah koordinasi di la-
ku kan, maka tahap selanjutnya adalah me la-
ku kan klarifikasi terhadap berita tersebut. Ta-
hap an ini memang berfungsi untuk melakukan 
kla ri fi ka si terhadap berita yang salah. Tugasnya 
me la ku kan klarifikasi tentunya berada di pe-
me rin tah daerah sebagai institusi yang lebih 
formal. 

Tahapan selanjutnya adalah pemda dan 
ma sya ra kat, dan kepolisian langsung berada di 
lokasi. Tempat atau lokasi ini dipilih ber da sar-
kan berita di media sosial yang telah ber edar. 
Dengan demikian, jika ada kelompok yang 
kemudian mendatangi untuk melakukan ke-
ke ras an, maka aparat penegak hukum tidak 
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ter lam bat menanganinya. Artinya, tindak ke-
ke ras an bisa diminimalisir dan tidak akan 
menimbulkan korban jiwa. 

Terlepas dari tahapan yang dilakukan ter-
se but, ada baiknya masyarakat, pemda, dan 
ke polisian membentuk gugus tugas tersendiri. 
Fungsi dari gugus tugas tersebut khusus untuk 
penanganan perkara-perkara terkait dengan 
konflik bernuansa agama. Seyogyanya, gugus 
tugas ini langsung berada di bawah pemda 
dan terbentuknya menggunakan dasar hukum 
peraturan daerah. Jika dasar hukumnya sudah 
ku at, maka bisa dibiayai oleh APBD atau 
APBN. Ji ka merujuk kepada UU No. 7 Tahun 
2012 ten tang Penanganan Konflik Sosial, maka 
gu gus tugas inilah yang dinamakan sebagai 
Satuan Tugas Penyelesaian Konflik, yang ke-
mu di an dibentuk di daerah-daerah.  
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